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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beberapa tahun terakhir ini persoalan moral menjadi trending topic di 

berbagai kalangan mulai dari tingkat pelajar hingga tatanan masyarakat umum. 

Seperti penipuan telah terjadi di berbagai media saat ini. Muncul dalam berbagai 

bentuk, ukuran dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Begitu juga dengan tindakan 

korupsi, merupakan fenomena sosial yang menyebabkan sebuah permasalahan 

kronis dan krusial. Tindakan korupsi akan menggerogoti akuntabilitas diri 

seseorang dan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Korupsi 

merupakan tindakan jijik yang menjadi ancaman terhadap pembangunan 

berkelanjutan (Quah, 2017:135; Ishola, 2012: 134-135). 

Menurut Lickona (2014: 15-24) ada sepuluh tanda yang harus diwaspadai 

karena dapat membawa sebuah bangsa menuju jurang kehancuran. Beberapa tanda 

yang penting untuk diperhatikan yaitu semakin merosotnya nilai moral, rendahnya 

rasa tanggung jawab, dan semakin membudayanya ketidakjujuran yang akan 

menjalar sebagai racun melahirkan tindakan korupsi. Sejak pertengahan 1990-an 

telah banyak perdebatan dengan topik korupsi. Mulai dari organisasi UNI Eropa, 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), hingga media 

internasional dan sampai pada pemerintahan di masing-masing negara. Perdebatan 

tentang korupsi tidak hanya terjadi di ranah publik seperti media, melainkan juga 
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pada tataran akademisi sehinga korupsi menjadi topik yang menarik untuk di 

diskusikan.  

Sebuah studi menjelaskan kenapa korupsi memberikan dampak dengan 

membudayanya karakter korup dan dapat mempengaruhi pembangunan serta 

mengakibatkan pelayanan tidak maksimal. Studi pada sektor pendidikan yang 

dilakukan oleh Deliversky (2016: 142) menyebutkan jika sektor pendidikan dapat 

di korupsi dengan beberapa cara, diantaranya melalui fungsi pendidikannya, 

penyediaan barang dan jasa, buruknya kompetensi profesionalisme, dan melalui 

perpajakan dan properti. Beberapa cara tersebut coba diperjelas dalam 

kecenderungan korupsi di bidang perencanaan dan manajemen, seperti sistem 

informasi; pembangunan sekolah; perekrutan; promosi (termasuk sistem intensif) 

dan pengangkatan guru; penyediaan dan distribusi peralatan dan buku teks; alokasi 

tunjangan khusus (beasiswa); ujian dan ijazah; dan kegiatan-kegiatan diluar 

sekolah. Konsekuensi korupsi dalam pendidikan akan menyebabkan pemborosan 

sumber daya keuangan, serta tujuan pendidikan yang sejatinya untuk 

mengembangkan kemampuan siswa kurang maksimal karena terjadinya 

disorientasi tujuan pembelajaran, terjadinya manipulasi bakat siswa, dan lebih 

parah lagi adalah siswa menganggap sebuah tindakan korupsi sebagai tindakan 

wajar untuk dilakukan. 

Sulit untuk menjelaskan korupsi secara utuh, karena korupsi merupakan 

masalah yang kuno dan memiliki fleksibilitas di sektor apapun sehingga penjelasan 

tentang korupsi hanya tertuju pada penyimpangan perilaku negatif. Sebenarnya 

alasan terjadinya korupsi dapat ditinjau dari beberapa faktor. Chowdhury, Desai, & 
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Audretsc (2018: 43) menjelaskan secara singkat alasan dibalik tindakan korupsi 

disebabkan karena sistem demokrasi yang digunakan di beberapa negara masih 

banyak celah sehingga lembaga-lembaga politik dapat dimasuki oleh para politisi 

yang korup. Pada intinya tingkat pembangunan ekonomi dan lingkungan politik 

menjadi alasan kuat kenapa kebocoran terjadi oleh tindakan korupsi. Faktor lain 

penyebab terjadinya korupsi coba dipaparkan oleh KPK berdasarkan studi yang 

telah dilakukan kepada pelaku korupsi, mahasiswa, dan ASN. Penyebab korupsi 

dalam sudut pandang KPK penting untuk disorot adalah faktor internal individu, 

karena lemahnya moral dan etika dalam diri seseorang, gaya hidup mewah, persepsi 

tentang korupsi yang terbatas, permisif; dan faktor budaya permisif, mendahulukan 

kepentingan golongan (solidaritas buta) (KPK, 2017: 302). 

Perkembangan korupsi di Negara Indonesia berdasarkan laporan 

Transparency International tentang indeks persepsi korupsi terlihat bahwa Negara 

Indonesia dari tahun 2012-2017 masih berada dalam posisi tidak jauh berbeda atau 

dalam posisi yang stagnan dengan nilai antara 32-37. Pada Tahun 2016 cukup 

disayangkan indeks persepsi korupsi masyarakat Indonesia masih terbilang tinggi. 

Hasil laporan yang diterbitkan oleh Transparency International pada tahun 2017, 

Indonesia menempati urutan ke 90 dari 172 negara dengan skor 37 (pada rentangan 

0-100 poin).  Pada tahun berikutnya, Indonesia naik ke posisi 89 memiliki nilai 38 

(Transparency International, 2018). Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

korupsi di Indonesia masih terbilang buruk. Bagi Bangsa Indonesia korupsi 

memang sebuah permasalahan yang akut sampai dengan saat ini. Belum ada cara 

efektif untuk lepas dari cengkraman kejahatan korupsi. Begitu kronisnya penyakit 
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korupsi di Indonesia, berdampak pada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah 

belum menunjukkan hasil yang optimal.  

Puluhan tahun korupsi telah mencengkeram bangsa Indonesia, pendekatan 

secara struktural telah dilakukan, badan pengawas telah dibentuk, lembaga-

lembaga ad-hoc telah berkembang. Namun korupsi masih saja menjadi virus 

penyakit yang akut. Sebenarnya pasca reformasi bangsa Indonesia memiliki 

harapan dengan adanya keseriusan untuk menyelesaikan permasalahan korupsi. 

Telah lahir badan pemberantasan korupsi bersifat independen yang dibentuk 

pemerintah bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun masih saja 

korupsi menjadi ancaman bagi Indonesia dalam melakukan pembangunan. 

Hasil identifikasi ICW selama 10 tahun (2006-2015) memaparkan bahwa 

korupsi telah merugikan Negara secara finansial. Kasus korupsi di sektor 

pendidikan sebanyak 425 kasus menyebabkan kerugian negara mencapai Rp. 1,3 

Triliun dan nilai suap Rp. 55 miliar. Lima objek dana paling banyak di korupsi 

meliputi dana alokasi khusus (DAK); dana sarana dan prasarana sekolah; bantuan 

operasional sekolah (BOS); dam infrastruktur sekolah serta buku. Sedangkan pada 

sektor kesehatan, 93% tindakan korupsi berkutik dalam pengolahan dana program 

kuratif seperti pengadaan alat kesehatan, jaminan kesehatan, pembangunan rumah 

sakit/puskesmas (laboratorium), dan obat-obatan. Dari laporan ICW objek paling 

masif di korupsi adalah dana pengadaan alat kesehatan sebanyak 43 kasus dengan 

kerugian mencapai 442 miliar (ICW, 2016). 

Korupsi telah menjadi penyakit yang merongrong ketahanan bangsa 

Indonesia, banyak tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan uang rakyat yang 
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dapat dijumpai baik di tingkat lokal maupun nasional. Berdasarkan laporan KPK 

tahun 2017 menyebutkan telah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terbanyak 

sepanjang sejarah, yaitu 19 kali. KPK menetapkan 72 tersangka yang terdiri dari 

aparat penegak hukum, anggota legislatif, kepala daerah, dan pihak swasta (KPK, 

2017: 49). Beberapa masalah akan lahir dari pemerintahan yang korup. Karena 

korupsi akan menghambat kemajuan dan pembangunan sebuah bangsa. 

Dampak masif yang dihasilkan oleh kejahatan korupsi sangat kompleks 

sekali. Tidak hanya pada sektor ekonomi dampak yang dirasakan, namun pada 

sektor lain seperti sosial dan kemiskinan masyarakat, runtuhnya otoritas 

pemerintah, terhadap politik dan demokrasi, terhadap penegakan hukum, terhadap 

pertahanan dan keamanan, serta berdampak pada kerusakan lingkungan (Puspito, 

Elwina, Utari, dan Kurniadi, 2011: 55-70). 

Sebuah konsep tindakan dalam memerangi kejahatan korupsi di gagas oleh 

Gong dan Wang (2012: 571-572) dengan zero tolerance for corruption. Toleransi 

terhadap korupsi dapat dilihat dari bagaimana orang memahami aturan dan etika 

sosial dan bagaimana setiap orang bereaksi terhadap perilaku menyimpang.  Secara 

khusus, apa yang disebut sebagai zero tolerance mengacu pada kecenderungan 

untuk menolak godaan terlibat dalam tindakan korupsi dalam perilaku sendiri dan 

juga mempertimbangkan perilaku korup orang lain sebagai etika yang tidak dapat 

diterima. Toleransi nol memiliki sifat yang dapat diukur, yang mencakup tidak 

menunjukkan simpati terhadap korupsi; bersedia melaporkan contoh-contoh 

korupsi yang menjadi perhatian seseorang; mendukung penegakan hukum yang 

ketat; dan bersikap keras bahkan untuk pelanggaran kecil. 
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Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi, 

seperti pembuatan membuat berbagai peraturan perundang-undangan, 

pembentukan komisi ad-hoc seperti KPK, yang ditindaklanjuti dengan penegakan 

hukum yang tegas. Usaha yang dilakukan pemerintah sampai dengan saat ini 

memang perlu di apresiasi, namun masih belum menunjukkan hasil yang signifikan 

dalam pemberantasan korupsi. Rumitnya permasalahan korupsi tidak dapat 

diselesaikan dengan menggunakan pendekatan yang parsial. Korupsi merupakan 

permasalahan krusial yang harus mendapat perhatian secara menyeluruh dengan 

melibatkan berbagai pihak.  

Selain pendekatan struktural yang sudah dilakukan, dalam memberantas 

korupsi sebaiknya dilakukan dengan cara lain yakni dengan semangat dan atmosfer 

antikorupsi melalui pendekatan kultural atau pendidikan formal di sekolah. 

Pendekatan kultural ditujukan pada sebuah usaha untuk membangun kesadaran 

publik dalam memperkuat sikap antikorupsi. Dalam hal ini sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai 

antikorupsi kepada siswa (Murdiono, 2016: 168).  

Memberantas korupsi sudah menjadi tanggung jawab bersama dan perlu 

dilakukan melalui berbagai cara untuk mengampanyekan nilai-nilai antikorupsi di 

lingkungan sekolah secara terus-menerus. Salah satunya dengan mengintegrasikan 

pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah. Bentuk pengintegrasian 

tersebut tentunya menjadi solusi karena kurikulum merupakan peta yang 

mengantarkan siswa menuju harapan yang ideal, ada bentuk program-program yang 

menyangkut lingkungan sekolah, suasana kelas, pola interaksi guru dengan siswa 
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dalam kelas, bahkan pada kebijakan serta manajemen pengelolaan sekolah dalam 

hubungan interaksi vertikal dan horizontal (Rosyada, 2004: 32). 

Penelitian berikut menjelaskan jika pendidikan antikorupsi merupakan 

instrumen dalam menanamkan nilai-nilai kepada siswa. Penelitian yang dilakukan 

oleh Murdiono (2016) menjelaskan bahwa sebaiknya dalam menanggulangi 

tindakan korupsi harus menggunakan pendekatan yang komprehensif, strategis dan 

masif, secara kultural. Menurut Murdiono (2016: 169) sekolah merupakan lembaga 

kultural yang mempunyai peran dalam melakukan pendidikan antikorupsi. Selain 

itu sekolah sebagai lembaga pendidikan formal juga berperan penting untuk 

memperkuat gerakan antikorupsi, terutama melalui mata pelajaran PPKn. Sekolah 

dapat memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan perilaku anak-

anak. Karena menanamkan nilai pada anak-anak adalah salah satu pilar pendidikan. 

Pendidik sebagai navigator memainkan peran kunci dalam proses transfer of value.  

Berbeda dengan model pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh 

Murdiono (2016). Penelitian yang dilakukan Gurning, Mudjiman, dan Haryanto 

(2014: 93-102) memberikan mode pendidikan antikorupsi dengan melaksanakan 

warung kejujuran sebagai implementasinya. Manfaat dengan dilaksanakannya 

warung kejujuran tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran 

antikorupsi yang dipraktikkan melalui warung kejujuran dengan membiasakan para 

siswa untuk berperilaku jujur. Dalam hal mengimplementasikan nilai-nilai 

kejujuran, warung kejujuran sebagai sarana yang efektif untuk dilakukan.  

Penelitian dengan tajuk yang sama dilakukan oleh Alfurkan (2018), MAN 

1 Yogyakarta yang berlatar belakang sekolah agama (islam) telah melakukan 
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pendidikan antikorupsi kepada siswanya melalui kantin kejujuran yang digalakkan 

sebagai strategi dan bentuk nyata dalam penguatan nilai kejujuran. Penguatan 

pendidikan antikorupsi khususnya pada nilai kejujuran di MAN 1 Yogyakarta 

didukung melalui kegiatan keislaman seperti pengajian rutin. Meski juga 

menyinggung konsep pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui mata 

pelajaran PPKn. Al-Furkan sebagai peneliti tidak menjelaskan secara spesifik 

bagaimana bentuk pendidikan antikorupsi yang di integrasikan ke dalam mata 

pelajaran PPKn tersebut. 

Pratama dan Sumaryati (2015) dalam penelitiannya menambahkan bahwa 

sekolah dapat menerapkan strategi dalam menanamkan jiwa antikorupsi kepada 

siswa. Contohnya di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta yang menggunakan 

strategi inklusi. Strategi inklusi berupa ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kepala 

sekolah melalui perencanaan kebijakan dan ketentuan yang terintegrasi dalam tata 

tertib guna menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa. 

 Berdasarkan beberapa penelitian diatas tentang pendidikan antikorupsi 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan antikorupsi masih bersifat 

parsial atau terpisah. Dalam implementasi pendidikan antikorupsi ada yang 

melakukannya dengan pengintegrasian dengan mata pelajaran lain seperti PPKn 

dan dilakukan melalui kegiatan ekstra sekolah semacam kantin kejujuran dan 

kebijakan sekolah. Dalam pandangan peneliti, pelaksanaan pendidikan antikorupsi 

sebaiknya berkesinambungan dan komprehensif, dengan memperhatikan 

pembelajaran di kelas maupun di luar kelas sehingga tujuan dari pendidikan 

antikorupsi untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa dapat tercapai. 
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Selain itu, pendidikan antikorupsi yang diberikan kepada siswa lebih baik 

tidak berkutat pada pemberian wawasan di ranah kognitif, atau hanya sekadar pada 

pemahaman dan menghafal. Lebih dari itu pendidikan antikorupsi diharapkan 

menyentuh ranah lain seperti afektif dan psikomotor sehingga pendidikan 

antikorupsi mampu memberikan efek dalam membentuk sikap dan perilaku 

antikorupsi siswa melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai antikorupsi. 

Penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah diharapkan dapat menjadi tempat 

untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi.  

Dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi, Anas dkk (2018: 13) 

berpendapat, jika pendidikan antikorupsi dapat di insersesi (integrasi) melalui mata 

pelajaran PPKn. Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pendidikan 

kewarganegaraan bisa menjadi sarana pendidikan karakter di sekolah dalam 

pengembangan karakter siswa. Guru PKn dapat mengembangkan desain rencana 

pelaksanaan pembelajaran dengan menyisipkan nilai-nilai antikorupsi dalam 

pembelajaran yang relevan (Murdiono, 2016: 171-182). Selaras dengan maksud 

insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn, Winataputra (2012:34) 

berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan yang bermuara pada gagasan 

warga negara ideal sebagai pembuat keputusan yang berinformasi dan beralasan 

yang cakap, percaya diri, dan berkomitmen serta harus terasah kompetensinya. 

Maksudnya pendidikan kewarganegaraan atau di Indonesia disebut sebagai PPKn 

merupakan bentuk kurikuler sebagai pendidikan nilai yang dibutuhkan dalam 

membangun konsistensi penanaman nilai-nilai antikorupsi. Komalasari dan 

Saripudin (2018: 396) mempertegas bahwa pendidikan nilai dapat di integrasikan 
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dalam pendidikan kewarganegaraan, karena pendidikan kewarganegaraan memiliki 

visi pembangunan karakter bangsa.   

Meskipun pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan karakter 

memiliki domain yang berbeda, antara keduanya memiliki hubungan yang terkait 

erat. Pendidikan karakter yang berorientasi pada pendidikan nilai bermuatan pada 

semua aspek perilaku warga terkait nilai-nilai. Sejalan dengan pendekatan 

pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menciptakan warga negara dengan 

mendorong sikap, nilai, dan perilaku tertentu. Oleh karena itu, pendidikan 

kewarganegaraan sebagai instrumental pendidikan karakter, juga sebagai 

pendidikan nilai dalam membentuk perilaku tertentu yang dicita-citakan (Sim dan 

Low, 2012: 387).  

Royani, Djahiri, dan Sapriya (2010, 4-11) menjelaskan jika sekolah 

memiliki peran yang strategis dalam melakukan pendidikan nilai. Pendidikan 

kewarganegaraan di sekolah merupakan laboratorium demokrasi tidak dapat 

dipisahkan sebagai pendidikan nila, karena dalam pendidikan kewarganegaraan 

bertujuan untuk mengembangkan sifat-sifat karakter pribadi dan karakter publik. 

Proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan secara langsung maupun tidak 

langsung berkontribusi terhadap pembentukan karakter warga negara muda. 

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai membantu siswa untuk 

menilai dan mempertimbangkan suatu objek dari sudut moral dan sudut non-moral. 

Pertimbangkan tersebut meliputi estetika dan etika. Estetika menilai objek dari 

sudut pandang keindahan dan selera pribadi. Dan etika, menilai benar atau salahnya 

dalam hubungan antar pribadi. 
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Menurut Dupper (2010: 28) ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan 

dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa. Penanaman nilai-nilai 

antikorupsi dapat dilakukan dengan menekankan pembentukan karakter pada 

mereka. Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan meliputi keadaan fisik sekolah 

yang memiliki daya tarik (menarik), sekolah berupaya untuk membangun dan 

memelihara rasa saling peduli, menghormati, mendukung dan kolaboratif antara 

warga sekolah, siswa juga turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam 

kasus tertentu, siswa menganggap aturan sebagai hal yang jelas dan adil sehingga 

mereka dapat mentaati peraturan, sekolah menjadi tempat yang aman bagi seluruh 

warga sekolah, tersedianya layanan belajar yang lengkap, memiliki tingkat 

akademik dan perilaku warga sekolah yang tinggi yang akan memberikan dukungan 

untuk pencapaian tujuan, memiliki upaya mengembangkan kemampuan sosial and 

emosional siswa, guru memiliki peran sebagai model dalam memelihara sikap; dan 

melibatkan secara aktif sumber daya seperti orang tua dan anggota masyarakat. 

Pendidikan memiliki tugas imperatif tidak jauh dari implikasi terhadap 

individu dan sosial. Secara individual, pendidikan sebagai sarana untuk 

mengembangkan potensi manusia baik dalam aspek jasmani, rohani dan akal. 

Pendidikan yang baik akan mampu mengembangkan potensi manusia menuju 

kebaikan dan kesempurnaan (insan kamil) yaitu kuat dan sehat secara jasmani, 

cerdas otaknya dan memiliki kualitas spiritual yang baik. Secara sosial, pendidikan 

sebagai proses pewarisan kebudayaan yang berupa nilai-nilai, perilaku dan 

teknologi dari generasi ke generasi sehingga pendidikan bisa melahirkan generasi 

yang lebih kreatif dengan tetap mempertahankan nilai kearifan. Secara sosial 



12 
 

maupun individual, korupsi ketika berada dalam lingkungan yang tidak jujur, maka 

akan menghasilkan seseorang menjadi korup dan secara alami seseorang tersebut 

merasa kurang bersalah melakukan tindakan semacam itu. Tetapi jika korupsi 

dalam lingkungan yang jujur, sebuah tindakan yang korup akan menimbulkan 

perasaan yang bersalah dengan tingkat kemarahan yang lebih kuat. Karena 

kemarahan adalah pemicu untuk pengungkapan sebuah tindakan yang korup, dan 

jika tindakan korupsi terdeteksi kemungkinan besar akan dilaporkan (Ishola, 2012: 

135).  

Dengan demikian, dibutuhkan pendidikan antikorupsi sebagai upaya 

penguatan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi yang tegas dan menyeluruh 

kepada siswa. Karena siswa sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu 

menjadi agen perubahan untuk memperbaiki segala persoalan yang tengah dihadapi 

bangsa ini. Siswa merupakan investasi sebuah bangsa dengan turut merefleksikan 

peran mereka melalui praktik sosial dan budaya sebelum bertindak sebagai warga 

negara seutuhnya (Biesta, Lawy, & Kelly, 2009: 2).  

Dasar pentingnya pendidikan antikorupsi salah satunya memaknai dari 

tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dalam undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

dalam pasal 3 dijelaskan bahwa ”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
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menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Dapat 

disimpulkan bahwa garis besar orientasi tujuan pendidikan nasional ialah 

membangun peradaban yang bermartabat, salah satunya adalah dengan membentuk 

warga negara muda yang berintegritas, yang memiliki tingkat perilaku korupsi yang 

rendah. 

Warga negara yang berintegritas merupakan cermin dari warga yang 

memiliki sikap antikorupsi. Ekspresi integritas dalam diri individu secara langsung 

berlawanan dengan korupsi. Tindakan yang berintegritas akan mempromosikan 

nilai partikular (mengutamakan kepentingan umum), tidak hanya sebatas mencegah 

tetapi juga menangkal korupsi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

Sukadari, Komalasari, dan Wihaskoro (2018: 219) menyebutkan jika akar-akar 

korupsi salah satu penyebabnya karena rendahnya integritas diri seseorang. Oleh 

karena itu, pengintegrasian nilai antikorupsi penting untuk dilakukan secara 

bersamaan dengan penanaman nilai integritas kepada siswa.   

Pentingnya karakter integritas pada diri setiap siswa bukan tanpa alasan. 

Pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami momentum paling penting dalam 

sepanjang sejarah. Tepat 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia akan merasakan 

masa produktif atau bonus demografi.  Hal ini dikarenakan Indonesia akan diisi 

oleh generasi yang memiliki usia produktif dalam jumlah yang besar, mayoritas 

penduduk Indonesia pada saat itu berusia sekitar 15-64 tahun (Abi, 2017: 85). 

Bonus demografi yang dialami Indonesia tidak lepas dari beban 

ketergantungan atau dukungan ekonomi yang diberikan oleh penduduk usia 

produktif kepada usia dibawah 15 tahun dan diatas 16 tahun lebih ringan. Bonus 
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demografi tertinggi didapatkan ketika suatu negara mendapatkan angka 

ketergantungan rentang antara 40-50% (yang berarti orang 100 produktif 

menanggung orang usia tidak produktif sekitar 40-50 (Noor, 2015: 124-125). Data 

BPS hasil sensus tahun 2010 menyebutkan angka rasio ketergantungan bangsa 

Indonesia sebesar 51,3%. Data tersebut menunjukkan bahwa bonus demografi yang 

didapatkan bangsa Indonesia sudah terjadi sejak tahun 2010, dan puncaknya sekitar 

tahun 2020 hingga tahun 2045 (BPS, 2010).  

Darmaningtyas (2008: 145-146) mengingatkan, jika pendidikan lebih 

menekankan pada hasil maka praktik pendidikan akan tertuju pada kepentingan 

kapital yang tidak manusiawi, pendidikan cenderung akan mereduksi nilai 

kemanusiaan sebagai bagian dari sumber daya ekonomi saja dengan 

mengesampingkan manusia sebagai insan yang bebas, merdeka dan bermartabat. 

Praktik pendidikan seperti itu akhirnya akan melahirkan generasi muda yang 

terjerat pada lingkaran apatisme, hedonisme, dan mungkin ketidaksiapan karakter 

generasi muda sebagai agen dalam menghadapi bonus demografi sehingga mereka 

terjebak dalam sikap-perilaku negatif.  

Ketika pendidikan secara praktik gagal menjalankan fungsi dalam 

membentuk generasi yang cerdas. Maka akibat yang ditimbulkan oleh generasi 

muda adalah cenderung lebih mementingkan diri sendiri, melemahnya nilai 

kebersamaan (kecenderungan semakin individualis, egois, dan tidak peduli), 

kecenderungan anarkis dan serba instan dengan melemahnya sikap sabar, nilai 

nasionalis yang semakin luntur, kurang percaya diri dan menghargai diri sendiri, 

kecenderungan untuk mudah diadu domba, dan kurang mengoptimalkan potensi 
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diri (Abi, 2017: 86). Dengan demikian dikalangan generasi muda akan lebih tertarik 

terhadap sesuatu yang pragmatis, materialistis, dan serba instan, sehingga tercermin 

watak yang tidak memiliki idealis dan integritas sebagai calon penerus bangsa.  

Demi mengantisipasi sikap-sikap negatif semacam itu, pendidikan sebagai 

salah satu instrumen yang berpengaruh terhadap kemajuan sebuah bangsa harus 

mengusahakan untuk memperbaiki keadaan dengan membentuk warga negara yang 

bajik (civic virtue). Dalam diri warga negara yang bajik tentunya secara sadar akan 

taat terhadap norma dan peraturan yang berlaku. Dalam mewujudkan warga negara 

bajik, menurut Darmaningtyas (2005: 41) pendidikan sebaiknya mengajarkan siswa 

untuk berfikir rasional, bersikap kritis dan konsisten, menanamkan nilai-nilai 

kebenaran, kejujuran, kepekaan, keindahan, kearifan, kebersamaan, serta 

kemanusiaan dan kemerdekaan sehingga segala masalah apapun yang dihadapi 

siswa, nantinya mereka mampu untuk mengatasinya. Begitu juga dengan 

memberantas korupsi secara kultural. Sekolah melalui pendidikan antikorupsi 

diharapkan mampu mengembangkan karakter antikorupsi siswa.   

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya tentang pendidikan 

antikorupsi, maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

yaitu terletak pada pendidikan antikorupsi secara komprehensif yang dilakukan 

secara kurikuler maupun ekstrakurikuler dalam membentuk warga negara muda 

yang berintegritas. Selain itu, bentuk warga negara muda yang berintegritas dalam 

penelitian ini akan diukur dalam komponen persepsi dan perilaku antikorupsi 

(PAK) siswa. Pengukuran persepsi dan perilaku antikorupsi (PAK) penting untuk 

dilakukan karena hasil perhitungan dapat menunjukkan perkembangan integritas 
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siswa. Dalam riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, 

dengan melakukan survei di 170 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia menunjukkan 

bahwa persepsi, pengalaman dan perilaku merupakan komponen-komponen yang 

berpengaruh terhadap nilai antikorupsi (BPS, 2017: 18).     

Berdasarkan riset yang dilakukan BPS menunjukkan bahwa membangun 

persepsi, menciptakan pengalaman, dan membentuk perilaku seseorang menjadi 

komponen penting dalam menciptakan kondisi lingkungan yang antikorupsi bahkan 

sangat antikorupsi. Namun dalam penelitian ini karena sampel yang digunakan 

adalah siswa, maka dengan keterbatasan pengalaman sampel tentang antikorupsi 

sehingga aspek yang diukur dalam penelitian yaitu persepsi dan perilaku. Merujuk 

pada penjelasan BPS (2017) bahwa pengalaman antikorupsi berkaitan dengan 

memperhatikan jenis layanan publik. Dengan demikian dalam penelitian ini yang 

diukur secara kuantitatif adalah persepsi dan perilaku antikorupsi (PAK) serta ciri-

ciri pribadi berintegritas siswa sebagai bentuk warga negara muda berintegritas.  

Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta dengan alasan karena Daerah 

Istimewa Yogyakarta merupakan kota pelajar. Hal ini dipertegas oleh Haryono 

bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki predikat sebagai “Kota Pelajar”, 

yang tercermin dari kualitas dan kuantitas pelajar serta fasilitasnya yang menarik 

(Haryono, 2009: 304).  Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang solusi pencegahan dan pemberantasan 

korupsi yang dilakukan secara pendekatan kultural atau melalui sekolah. Dalam 

penelitian ini, peneliti memilih beberapa sekolah pada jenjang SMA di Daerah 

Istimewa Yogyakarta untuk dijadikan objek penelitian.  
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Pemilihan objek penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada lokasi 

sekolah yang berada di daerah kota/kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni 

Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Beberapa sekolah 

tersebut seperti SMA Negeri 6 Yogyakarta yang berada di Kota Yogyakarta, SMA 

Negeri 2 Bantul yang berada di Kabupaten Bantul, dan SMA Negeri 1 Sleman yang 

berada di Kabupaten Sleman. Siswa di sekolah tersebut jika dilihat melalui 

pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jalur reguler tahun 2017, rata-rata nilai 

siswa yang masuk di masing-masing sekolah tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan, di SMA Negeri 6 Yogyakarta memiliki rata-rata nilai 367,30, SMA 

Negeri 2 Bantul memiliki rata-rata nilai 354,79, dan SMA Negeri 1 Sleman 

memiliki rata-rata nilai 362, 29. Dengan demikian, dalam pandangan subjektif 

peneliti, beberapa sekolah tersebut memiliki prestasi nilai siswa yang hampir 

merata dan tidak memiliki unsur perbedaan signifikan sehingga dapat dianalisis 

dengan melakukan perbandingan. 

Peneliti akan melakukan penelitian dengan menekankan pada pendidikan 

antikorupsi baik secara program kurikuler maupun ekstrakurikuler sebagai 

penguatannya. Selanjutnya peneliti juga ingin mengukur keberhasilan atas 

implementasi pendidikan antikorupsi yang telah berlangsung di masing-masing 

sekolah melalui skor/nilai persepsi dan perilaku serta didukung skor/nilai pribadi 

yang berintegritas siswa sebagai warga negara muda. Hasil pengukuran persepsi, 

perilaku serta pribadi yang berintegritas tersebut adalah sebagai wujud seberapa 

berintegritas warga negara muda sebagai generasi masa depan bangsa Indonesia. 

Masalah korupsi yang menjadi penghambat pembangunan bangsa Indonesia dan 
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beberapa daerah harus ditangani dengan baik. Lembaga pendidikan sebagai 

candradimuka tentunya memiliki andil dalam proses kematangan intelektual, 

emosional, dan spiritual siswa guna mewujudkan generasi emas yang besar tanpa 

tersandung perilaku antikorupsi.  

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai tersebut.  

1. Hanya berfokus pada implementasi antikorupsi yang dilakukan di sekolah, 

baik secara kurikuler dan ekstrakurikuler. 

2. Menganalisis persepsi dan perilaku antikorupsi (PAK) serta ciri-ciri pribadi 

berintegritas dalam diri siswa sebagai wujud warga negara muda yang 

berintegritas. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut.  

1. Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan di 

lingkungan SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 2 Bantul, dan SMA 

Negeri 1 Sleman secara kurikuler dan ekstrakurikuler? 

2. Bagaimana persepsi dan perilaku antikorupsi (PAK) serta ciri-ciri pribadi 

berintegritas dalam diri siswa sebagai wujud warga negara muda yang 

berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk. 

1. Mengetahui implementasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh 

sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu SMA Negeri 6 Yogyakarta, 

SMA Negeri 2 Bantul, dan SMA Negeri 1 Sleman secara kurikuler dan 

ekstrakurikuler. 

2. Menganalisis persepsi dan perilaku antikorupsi (PAK) serta ciri-ciri pribadi 

berintegritas dalam diri siswa sebagai wujud warga negara muda yang 

berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan 

berikut.  

1. Manfaat teoretis  

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti 

baik sumbangan pemikiran dan gagasan, serta bagi para peneliti lain 

yang tertarik melakukan pengamatan dan penelitian tentang 

implementasi pendidikan antikorupsi sebagai upaya pembentukan 

warga negara muda yang berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih saran 

dan dapat menambah keilmuan, pengetahuan, wawasan, dan 
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pengalaman tentang implementasi pendidikan antikorupsi sebagai 

upaya pembentukan warga negara muda berintegritas di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 

akademisi dan praktisi yang meliputi mahasiswa, guru, masyarakat, dan 

perguruan tinggi sebagai bahan literatur dan pengembangan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat bagi semua kalangan.


